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ABSTRAK

Pemerintah mengembangkan teknologi di bidang keuangan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru, dan untuk
mengetahui bagaimana efektivitas SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi perencanaan
keuangan dan aset daerah serta untuk mengetahui keunggulan aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi
SIPKD vyang sebelumnya digunakan BPKAD Pekanbaru. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah
penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang
menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang
akuntansi dan pelaporan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Sumber
data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dianalisa
menggunakan interactive model analysis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi SIPD di
BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang
informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Keunggulan SIPD adalah memiliki cakupan yang lebih
luas dan terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Implementasi, Efektivitas, Keunggulan SIPD

ABSTRACT

The government develops technology in the financial sector, namely the Regional Government
Information System (SIPD). This study aims to find out how the implementation of SIPD in BPKAD Pekanbaru
City, and to find out how the effectiveness of SIPD in BPKAD Pekanbaru City in supporting information on
regional financial and asset planning and to find out the advantages of the SIPD application when compared to
the SIPKD application previously used by BPKAD Pekanbaru. The object of the study is the application of SIPD
in BPKAD Pekanbaru City. The subject of this study is BPKAD Pekanbaru City and the research informants are
the head of the budget sector, the head of the treasury, and the accounting and reporting sub-fields. The type of
data used in this study is qualitative descriptive data. There are two data sources used, namely primary data and
secondary data. The data in this study were analyzed using interactive model analysis. Based on the results of
the study, it shows that the implementation of SIPD in BPKAD Pekanbaru City has not been optimal and SIPD
used by BPKAD Pekanbaru City in supporting regional financial management information has not been
effective. The advantage of SIPD is that it has a wider scope and is integrated throughout the OPD in Indonesia.

Keywords : Implementation, Effectiveness, Advantages of SIPD

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi
telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup
kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada perubahan pengaturan sistem
pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya
adalah Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Kebijakan ini
ditetapkan pada September 2019 dengan adanya peraturan tersebut seluruh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menerapkan aturan yang baru.
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SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat
dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan
informasi pembangunan daerah (Putri, 2021).

Pada tahap awal penerapan SIPD ini banyak terjadi kendala dan masalah yang dialami
beberapa instansi seperti sistem yang sering eror sehingga memperlambat pekerjaan instansi
tersebut, dan beberapa instansi lebih memilih menggunakan sistem yang lama. Penelitian
Fahzura dan Najamudin (2022) yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa
Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dijalankan masih belum optimal. Penemuan lain
ditemukan oleh Balgis dan Fadhly (2021) menyatakan bahwa berdasarkan analisa melalui
poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan
diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait
Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat diketahui bahwa dalam penerapan SIPD pada
Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya sempurna, beberapa OPD masih mengalami
kendala dalam penerapan aplikasi ini mulai dari sistem itu sendiri, sumberdaya, komunikasi,
dan faktor lainnya.

Penetapan kebijakan baru oleh Kemendagri membuat seluruh Organisasi Perangkat
Daerah diharuskan menerapkan aplikasi SIPD termasuk di Kota Pekanbaru. Penerapan SIPD
di Kota Pekanbaru sendiri masih mengalami kendala, di kutip dari GoRiau.com “Gubernur
Riau yang mengakui ada beberapa kendala dalam penerapan SIPD sesuai dengan
Permendagri, sebagaimana diketahui akibat dari SIPD ini banyak terjadi masalah, salah
satunya pencairan insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sulitnya dinas melakukan
kegiatan dalam postur APBD 2021~

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Pekanbaru. BPKAD merupakan instansi yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang
keuangan. BPKAD Kota Pekanbaru sudah mulai menggunakan aplikasi SIPD yang diatur
dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebelumnya, BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan
aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam pengelolaan
informasi keuangan daerah. SIPKD vyaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang
digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas
implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan dengan
asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditable (Khoirunnisa, 2021).
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara pendahuluan dengan bagian tenaga
ahli BPKAD Kota Pekanbaru pada bulan Februari Tahun 2022 penulis menemukan beberapa
masalah terkait penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru, karena biasanya
BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIPKD, namun dengan adanya aturan baru
dari Kemendagri yang mengharuskan seluruh OPD menggunakan SIPD. Penerapan SIPD di
BPKAD Pekanbaru sendiri masih sampai tahap perencanaan dan penganggaran belum sampai
tahap penatausahaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban, banyak pegawai yang masih
kurang paham dalam menggunakan aplikasi, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi
dalam penginputan data di SIPD, seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses
penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda,
dan sistem penggajian yang terhambat, SIPD sendiri masih mengalami error ketika banyak
yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja sehingga menghambat dalam proses
penyusunan anggaran kas, dan pembuatan surat-surat penting. Oleh karena itu penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan SIPD secara mendalam serta
mengeksplorasi secara kualitatif apa yang terjadi sesungguhnya terkait penerapan SIPD.
Fokus penelitian ini yaitu: (1) bagaimana implementasi SIPD di Kota Pekanbaru dengan
menggunakan teori implementasi Edward Il yaitu komunikasi, sumber daya, sikap
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(disposisi), dan struktur birokrasi? (2) bagaimana efektivitas SIPD dalam menunjang
informasi perencanaan keuangan dan aset daerah Kota Pekanbaru? (3) apa keunggulan
aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi SIPKD?

TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Implementasi
Menurut George Edward 111 (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu
kebijakan dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.
Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program,
perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara
matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-
peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas untuk melaksanakan
program (Syahruddin, 2018). Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah
ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah
program tujuan tersebut tercapai (Amanah, 2018). Dalam proses kebijakan publik sebuah
implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting. Agar tujuan yang diinginkan dapat
tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan
nyata dan tindakan melalui proses implementasi. Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui,
Implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan (policy statement) yang terdapat dalam
sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit
(Nasution dan Nurwani, 2021). Konsep implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat
variabel krusial dalam implementasi yaitu:
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan
disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dilakukan secara
konsisten. Menurut Edward 11 tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses
komunikasi kebijakan yaitu, transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan
konsistensi komunikasi.
2. Sumber daya
Dalam implementasi kebijakan dalam suatu organisasi para pelaksana kebijakan yang
cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam
melaksanakan kebijakan akan mendorong implementasi kebijakan tersebut berhasil.
Sumber daya lain adalah informasi. Informasi merupakan sumber penting dalam
implementasi  kebijakan. Adanya informasi mengenai kebijakan yang akan
dilaksanakan, yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan, atau pesan pedoman,
petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan
tersebut. Sarana dan prasarana dalam sumber daya juga merupakan sumber pendukung
implementasi kebijakan. Semua sarana dan prasarana yang tersedia adalah faktor
pendukung terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk
mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.
3. Sikap (disposisi)
Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi
dalam implementasi kebijakan. Sikap para pelaksana dalam menerima dan
melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam
melaksanakan suatu kebijakan.
4. Struktur birokrasi
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Birokrasi dilakukan dalam memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif dalam
rangka memecahkan masalah sosial yang terkadang sengaja dibentuk untuk
menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada dua karakteristik utama dalam birokrasi
yaitu operating procedure atau prosedur kerja baku standar dan fragmentasi. Standard
Operating System (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang
terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam
bekerjanya organisasi yang kompleks. Selanjutnya ada fragmentasi merupakan
penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar
organisasi.
Efektivitas
Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam pencapaian suatu target, sasaran atau
suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Grandis, 2018). Efektivitas berupa sejauh
mana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua
sasarannya. Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985)
menyatakan bahwa terdapat 3 indikator yang dapat mengukur efektivitas yaitu:
1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya untuk mencapai keberhasilan kebijakan
sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan indikator pencapaian
tujuan suatu kebijakan untuk melihat tingkat efektivitas kebijakan tersebut melalui
seberapa jauh pencapaian kebijakan tersebut dalam melaksanakannya dengan tujuan
yang telah dibuat.
2. Integrasi
Integrasi adalah pengukuran untuk melihat tingkat kemampuan dan potensi suatu
kebijakan dengan menilai berdasarkan seberapa jauh kemampuan dan  potensi yang
dimiliki. Integrasi dapat dilihat melalui sosialisasi, pengembangan konsensus,
komunikasi dengan organisasi lain dan faktor pendukung lainnya.
3. Adaptasi
Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Suatu kebijakan yang diterapkan
harus beradaptasi dengan lingkungan, jika kebijakan tersebut tidak akan bermasalah pada
lingkungan maka dapat dikatakan mampu beradaptasi. Untuk itu efektivitas suatu kebijakan
dapat dinilai berdasarkan adaptasinya
Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan sekumpulan kegiatan dari prosedur-prosedur yang
digunakan untuk kegiatan suatu organisasi dalam membantu menyediakan informasi untuk
memudahkan dalam pengambilan keputusan serta dalam pengendalian pada sebuah organisasi
(Fridayanthie dan Chater, 2016). Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan
informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para
pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi.
Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung
agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini
tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (Nasution
dan Nurwani, 2021).
Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dikatakan bahwa untuk kemudahan
penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi
pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan
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pembangunan daerah. Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyatakan jenis SIPD yang dapat
dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :
1. Informasi Pembangunan Daerah
Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan
dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen tertentu.
Sistem informasi pembangunan daerah memuat informasi kondisi geografis daerah,
demografi, potensi sumberdaya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah informasi yang terdapat
dalam perencanaan pembangunan daerah. Informasi perencanaan pembangunan terdiri
dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka
menengah daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah.
2. Informasi Keuangan Daerah
Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui
berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan
asas akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat
penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan
khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan
secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga
menghasilkan laporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional
juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi
pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.
3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya
yang dikelola oleh berbagai elemen tertentu.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan proses penyajian
informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
daerah yang dihasilkan oleh daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan
kondisi pada masingmasing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Khoirunnisa, 2021).
Kerangka Penelitian
Penerapan aplikasi SIPD mulai diberlakukan pada Tahun 2020. Salah satu pemerintah
daerah yang menerapkan aplikasi SIPD adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini
dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIPD di Kota Pekanbaru
khususnya pada BPKAD Kota Pekanbaru dengan model penelitian kualitatif pendekatan studi
kasus. Pengumpulan data kualitatif mendalam mengenai SIPD dengan pihak-pihak yang
terlibat. Analisis data terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan
interpretasi dengan dikaitkan dengan teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Penerapan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah

v

Analisis Observasi

v

Identifikasi isu/masalah
berdasarkan observasi
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'

RQ
1. Bagaimana implementasi SIPD di Kota Pekanbaru dengan
menggunakan teori implementasi Edward 1l  yaitu

komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan
struktur birokrasi?

2. Bagaimana efektivitas SIPD dalam menunjang
informasi perencanaan keuangan dan aset daerah
Kota Pekanbaru?

3. Apa keunggulan aplikasi SIPD jika dibandikan
dengan aplikasi SIPKD?

v

Pengumpulan data kualitatif
(wawancara lebih lanjut)

v

Analisis data kualitatif

v
Kesimpulan

Gambar2.1 kerangka penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan
data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti
(Moeloeng, 2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif yang dimana menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan
melalui tulisan dan gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Komplek
Kantor Walikota Gedung B3, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022. Dalam penelitian ini jenis data
yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data didapatkan dari hasil wawancara dengan
informan penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan
pihak lain. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, berita,
dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai
objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi informan
penelitian adalah ketua bidang anggaran (R1), ketua bidang perbendaharaan (R2), dan sub
bidang akuntansi dan pelaporan (R3). Narasumber tersebut berperan langsung dalam
penerapan dan penggunakan aplikasi SIPD. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan
model interactive model analysis dari (Miles dan Huberman, 1994) dengan melakukan
pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen yang sesuai
dengan rumusan masalah penelitian, kemudian reduksi data, data dapat disederhanakan dan
ditransformasikan dengan melakukan seleksi data secara ketat melalui uraian dan kemudian
menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas, penyajian data dengan menggabungkan
informasi yang didapat agar dapat dianalisis lebih lanjut, kemudian dilakukan penarikan
kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas,
yaitu dengan cara pemeriksaan data dengan memanfaatkan hal-hal (data) untuk pengecekan
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dan perbandingan. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dengan langkah
pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan cara menanyakan kebenaran data atau
informasi kepada informan satu dengan informan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah

yang bertugas membantu tugas walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor 118 Tahun 2016 tentang Ketentuan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja BPKAD Kota Pekanbaru rnempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan,

pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan tugas serta kebijakan daerah pada urusan penunjang

bidang keuangan dan aset daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah

pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi

Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

1. Komunikasi
Penyaluran komunikasi yang dilakukan kurang efektif, sosialisasi hanya secara online,
berdasarkan wawancara dengan kepala bidang anggaran (R1) menyatakan bahwa “Ada
sosialisasi, namun sosialisasinya kurang efektif karena masa covid jadi cuma secara
daring melalui zoom. Kalo secara praktiknya ya kami lakukan sendiri, tidak ada pelatihan
yang khusus dari pusat, jadinya kami praktik sendiri terutama pada proses penganggaran
karena proses penganggaran diharuskan menggunakan SIPD” Perintah penerapan SIPD
juga tidak konsisten. Pada awal pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam
Negeri bahwasanya setiap OPD harus menggunakan SIPD. Namun setelah dilaksanakan
terdapat banyak kendala yang dialami seperti sinkronisasi data, sehingga mengharuskan
penggunaan aplikasi yang lama. Seperti yang disampaikan oleh sub bidang akuntansi dan
pelaporan (R3) menyatakan “BPKAD Kota Pekanbaru saat ini menggunakan SIPD dan
SIPKD, di bidang anggaran menggunakan SIPD, kemudian data tersebut kita salin lalu di
pindahkan ke SIPKD. Di SIPKD ini sampai sekarang masih aman-aman saja tidak ada
kendala untuk pengelolaan keuangan daerah, informasi di aplikasi ini sinkron dengan
semua bidang. Jadi memang SIPD digunakan pada tahap perencanaan dan penganggaran
saja”

2. Sumber daya
Sumber daya yang dimiliki BPKAD Kota Pekanbaru mendukung dalam penerapan SIPD,
seperti yang dinyatakan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan (R1) “Sarana dan
prasarana di BPKAD cukup memadai, mulai dari komputer yang tersedia cukup, internet
juga lancar dan pegawai disini juga banyak, dalam mengimplementasikan SIPD ini kita
saling berbagi informasi dengan OPD lain mengenai proses input dan output, sikronisasi
data dan progres perkembangan penggunaan SIPD. Pada awal penggunaan SIPD
memang banyak kesulitan yang dihadapi khususnya pemahaman pegawai karena ini kan
sistem baru dan sosialisasi juga kurang jadi wajar kalau ada kendala walaupun sarana dan
prasarana cukup, yang namanya sistem baru tentunya perlu proses adaptasi kalau sarana
itu kan gunanya pendukung adaptasi sistem”

3. Sikap (disposisi)
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Dalam hal sikap (disposisi) ini ditemukan adanya respon yang baik dari pada
implementator mengenai SIPD, akan tetapi kurang setuju dengan mengharuskan
penerapan yang begitu cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bidang akuntansi
dan pelaporan (R2) menyatakan bahwa “Secara pribadi dengan adanya SIPD saya setuju,
karena sistem ini memang dirancang untuk memudah sinkronisasi data antar OPD di
Indonesia dan menyamakan sistem yang dipakai. Namun mewajibkan penerapannya
secara cepat saya kurang setuju, karena kenyataannya sampai sekarang untuk
penatausahaan dan pelaporan saja belum bisa dipakai, malah mempersulit OPD dengan
menggunakan dua aplikasi. Sebenarnya tujuannya memang bagus, tapi dalam
menyesuaikan sistem baru tentunya butuh persiapan dan waktu yang banyak agar ketika
diimplementasikan  tidak mempersulit, seharusnya memudahkan kita dalam
menyinkronkan data”

Struktur birokrasi

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan dan proses pelaksanaan penerapan
SIPD pada BPKAD Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Setiap masing-masing bidang
mempunyai pengawas dan penanggung jawab di bidangnya, berdasarkan wawancara
dengan kepala bidang perbendaharaan (R2) Standard Operating Proceduress
(SOP)/petunjuk manual yang berlaku apakah telah sesuai dengan permendagri No. 70
Tahun 2019 dan dapat dipatuhi oleh tim pengelola SIPD, R2 mengatakan bahwa
“Semuanya sesuai dengan struktur organisasi dan tugas sudah sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Disini kita juga punya pengawas di setiap bidang, jadi masing-masing
kabid itu bertugas sebagai pengawas dan penanggung jawab di bidangnya” Koordinasi
yang berjalan di BPKAD Kota Pekanbaru juga berjalan dengan baik, berdasarkan
wawancara, tentang koordinasi yang berjalan antar tim pengelola SIPD dalam lokasi
kerja, R3 selaku sub bidang akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa “Koordinasi di
BPKAD berjalan dengan baik, maupun antar tim kerja berjalan sesuai dengan struktur
organisasi. Semuanya sudah ada tugas masing-masing dan ada aturannya dan setiap
pegawai wajib mengikuti aturan yang ada”

Efektivitas aplikasi SIPD

1.

2.

Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tujuan perancangan SIPD adalah untuk
menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan
terintegrasi dengan berbasis elektronik yang diakses melalui situs jaringan resmi
Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan
pemerintah yang lebih inovatif, cepat, serta kreatif. SIPD juga bertujuan untuk memberi
kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan beserta penyusunan
dokumen anggaran yang penginputannya telah terintegrasi di seluruh penjuru daerah.
Dari hasil wawancara penelitian tentang bagaimana pelaksanaan SIPD dapat digunakan
untuk mempermudah penyampaian informasi khususnya tentang pengelolaan keuangan
dan aset daerah Pekanbaru, R1 selaku kepala bidang anggaran menyatakan bahwa
“Pelaksanaan SIPD di bidang anggaran untuk saat ini masih aman, tidak ada kendala.
Dengan adanya SIPD ini membuat pengolahan data perencanaan dan penganggaran
daerah semakin efektif sehingga tidak perlu penambahan standar harga barang, Kita
tinggal klik saja kodenya lalu input, secara otomatis sistem yang bekerja. Dalam
penyusunan anggaran dan penyampaian informasi masih aman lah, sesuai dengan
ketentuan. Bahkan dari kebijakan ini ditetapkan sudah dikatakan bahwasanya mulai pada
penyusunan anggaran Tahun 2021 menggunakan SIPD ini. Ya sampai saat ini sudah
dilaksanakan dengan baik” Dalam hal ini penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru
belum mencapai tujuan yang sesuai dengan Permendagri.

Integrasi
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Dalam pelaksanaan SIPD harus terdapat kesesuaian data antara informasi perencanaan
pembangunan daerah dengan informasi keuangan daerah karena informasi ini harus
sinkron untuk pengembangan pembangunan daerah hal ini diatur dalam Permendagri No.
70 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang anggaran (R2)
tentang sinkronisasi data yang dimiliki oleh BPKAD dengan OPD lain untuk pelaksanaan
SIPD, R2 mengatakan bahwa “BPKAD telah memiliki kesesuain data mengenai SIPD ini
dengan OPD lain, khusunya Bappeda karena informasi yang disajikan harus sinkron
tentunya. Dan ini juga diatur dan dijelaskan di dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019
mulai dari perencanaan daerah bahkan sampai dengan analisis informasi pemerintah
lainnya. Jadi untuk data sinkron lah tentunya”
3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu
individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Proses adaptasi SIPD
di BPKAD Kota Pekanbaru untuk saat ini belum sampai tahap penatausahaan dan
pelaporan, dan masih menggunakan SIPKD hal ini disampaikan oleh sub bidang
akuntansi dan pelaporan (R3) yang mengatakan bahwa “bidang akuntansi dan pelaporan
belum menggunakan SIPD. SIPD itu sekarang hanya bisa dipakai pada tahap
perencanaan dan penganggaran untuk tahap pelaporan belum. Jadi SIPD itu kan dari
Mendagri ya, idealnya sih kita tinggal pakai cuma sampe sekarang untuk penatausahaan
dan pelaporan belum ada. Bukannya kita gak mau pakai, itu kan wajib harus diterapkan
tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada. Jadi sekarang kami masih menggunakan
aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)” Dalam menanggapi
hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya OPD boleh menggunakan dua
aplikasi yaitu SIPD dan aplikasi yang lama, dan di BPKAD Kota Pekanbaru
menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD. Penggunaan kedua aplikasi mempersulit dalam
menyinkronkan data, seperti yang dikatakan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan
(R3) mengatakan “Kalau sekarang agak ribet ya, karena kan menggunakan dua aplikasi,
dari perencanaan dan penganggaran menggunakan SIPD kemudian hasilnya di salin lalu
di pindahkan ke SIPKD. Tapi kalau dulu semua bidang menggunakan SIPKD jadi masih
enak langsung terkoneksi ke setiap bidangnya. Menurut saya SIPD ini belum bisa
menampung semua informasi dari setiap OPD yang ada di Indonesia dan terkoneksi
dengan baik, apalagi untuk laporan karena semuanya kan di catat seperti pembayaran,
aset dan yang lainnya. Sedangkan SIPD ini terkoneksi secara online dan diakses oleh
semua OPD yang ada di Indonesia, bayangkan berapa banyaknya OPD yang ada di
Indonesia mengakses aplikasi ini, dan jika terjadi eror maka laporan tadi hilang.
Makanya untuk saat ini SIPD masih tahap pengembangan oleh pemerintah, dan kita
masih menunggu kejelasannya bagaimana”

Keunggulan SIPD di Bandingkan SIPKD

SIPD terhubung dengan setiap instansi yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi
SIPKD mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD pada daerah tertentu yang
menggunakannya, aplikasi lain yang mungkin digunakan OPD lain adalah SIMDA keuangan.
Dengan adanya aplikasi SIPD menyelaraskan proses perencanaan dan tata kelola keuangan
daerah. SIPD mempunyai lingkup yang luas dan terintegrasi ke seluruh indonesia sehingga
data-data setiap instansi pemerintah terekam ke dalam satu server dan informasi yang
dihasilkan saling terhubung.

Pembahasan

Implementasi aplikasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru
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Untuk mengetahui sejaun mana implementasi aplikasi SIPD maka peneliti
menggunakan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut George Edward |11
sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan.

1. Komunikasi
Penerapan kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan
penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan
kebijakan (George Edward 111, 1980). Kejelasan ukuran dan tujuan penerapan SIPD di
BPKAD Kota Pekanbaru perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.
Komunikasi yang berjalan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait
penerapan SIPD tidak efektif, dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya secara online
dan tidak ada praktik khusus dalam penerapan SIPD serta komunikasi atau perintah awal
juga tidak konsistten, pada awal pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Menteri
Dalam Negeri bahwasanya setiap OPD harus menggunakan SIPD. Namun setelah
dilaksanakan terdapat banyak kendala yang dialami seperti sinkronisasi data, sehingga
mengharuskan penggunaan aplikasi yang lama sehingga tujuan penerapan SIPD tidak
tercapai. Untuk mewujudkan implementasi SIPD salah satunya adalah kelancaran
komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran, dan untuk
mewujudkan informasi tepat sasaran maka harus tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan
tepat nilainya.

2. Sumber daya
Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah faktor pendukung dalam pencapaian
keberhasilan kebijakan, mulai dari sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya.
Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup
dan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan (George Edward Ill, 1980).
Sumber daya yang tersedia di BPKAD Kota Pekanbaru telah memenuhi, mulai dari
tersediannya sarana pendukung seperti komputer, internet dan SDM yang cukup. Dilihat
di lapangan SDM yang ada di BPKAD mempunyai potensi dan kemampuan dalam
pengoperasian SIPD serta memiliki tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. BPKAD Kota
Pekanbaru juga terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan untuk implementasi
SIPD secara maksimal agar penerapannya bisa menyeluruh. Sumber daya lain adalah
adanya informasi mengenai penerapan kebijakan ini yaitu Permendagri No. 70 Tahun
2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, dan didukung Permendagri No. 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan
pembangunan daerah.

3. Sikap (disposisi)
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap
implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka
mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda
dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah
(George Edward IIl, 1980). Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sikap
implementator kurang setuju dengan penerapan SIPD yang cepat karena menyebabkan
banyak kendala, namun dalam menanggapi hal ini BPKAD Kota Pekanbaru terus
berupaya dalam penerapan SIPD lebih maksimal, untuk kegiatan pengelolaan keuangan
daerah. Menanggapi banyaknya keluhan dan kendala yang dihadapi OPD, Mendagri
sendiri terus berupaya dalam pengembangan SIPD, untuk mencapai tujuan perancangan
SIPD vyaitu untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling
terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

4. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang
terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial

http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis 10



DIGIBIS : Digital Business Journal Volume 1 No. 1 Januari 2022
P-ISSN XXXX E-ISSN 2963-8585

maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan
yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin
berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah
tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses
dalam badan pelaksana (George Edward Ill, 1980). Berdasarkan struktur organisasi
BPKAD Kota Pekanbaru, kepala badan merupakan jabatan tertinggi di BPKAD, yang
mana merupakan penanggung jawab dalam proses implementasi SIPD. Komitmen kepala
badan/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam mencapai
optimalisasi penerapan SIPD pada BPKAD Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil
penelitian, struktur birokrasi yang dimiliki BPKAD Kota Pekanbaru mendukung dalam
penerapan SIPD, mulai dari struktur organisasi yang dimiliki, dan setiap bidang
mempunyai pengawas dan penanggung jawab yang mengakomodir setiap tugas
pokoknya, dan memiliki SOP yang sesuai dengan peraturan dan dapat dipatuhi oleh
pegawai, serta peran pemimpin yang mempunyai komitmen dalam penerapan SIPD hal
ditunjukan dengan penggunaan SIPD hingga saat ini dan terus berupaya agar penerapan
SIPD lebih maksimal dan juga memiliki tanggung jawab dalam penerapan SIPD.

Efektivitas SIPD dalam menunjang informasi keuangan dan aset daerah

1. Pencapaian Tujuan
Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tujuan perancangan SIPD adalah untuk
menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan
terintegrasi dengan berbasis elektronik yang diakses melalui situs jaringan resmi
Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan
pemerintah yang lebih inovatif, cepat, serta kreatif. SIPD juga bertujuan untuk memberi
kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan beserta penyusunan
dokumen anggaran yang penginputannya telah terintegrasi di seluruh penjuru daerah.
Penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru saat ini masih sampai tahap perencanaan
dan penganggaran, untuk tahap penganggaran penggunaan SIPD sudah efektif dan tidak
ada kendala seperti yang disampaikan kepala bidang anggaran (R1) namun dilihat dari
tujuan perancangan aplikasi ini SIPD bukan hanya untuk menghasilkan informasi
anggaran akan tetapi untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang
terintegrasi. Peran BPKAD Kota Pekanbaru adalah memberikan layanan informasi
Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu penerapan
SIPD seharusnya bukan hanya di bidang anggaran, karena informasi mengenai anggaran
hanya sebagian dari informasi keuangan daerah. Dalam hal ini penerapan SIPD di
BPKAD Kaota Pekanbaru belum mencapai tujuan yang sesuai dengan Permendagri.

2. Integrasi
Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan
komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur
dan proses sosialisasi. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru telah memiliki
kesesuaian data antar OPD lain, kualitas informasi yang dihasilkan SIPD mengenai
anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ada. BPKAD Kota Pekanbaru telah
menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun
2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPD,
dalam Permendagri pada bagian anggaran memuat informasi mengenai ketentuan dan
pedoman penyusunan rancangan, serta penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) mulai dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), RKA SKPD, rancangan perda APBD , rancangan perkada
penjabaran APBD. Namun penggunaan SIPD baru sampai tahap penganggaran belum
sampai tahap penatausahaan dan pelaporan, sehingga informasi mengenai penatausahaan
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dan pelaporan masih berdasarkan peraturan yang lama yaitu Permendagri No 13 Tahun
2006.
3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu
individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Proses adaptasi SIPD
di BPKAD Kota Pekanbaru untuk saat ini belum sampai tahap penatausahaan dan
pelaporan, dan masih menggunakan SIPKD. Penerapan SIPD belum sepenuhnya,
BPKAD Kota Pekanbaru masih menggunakan aplikasi SIPKD untuk tahap
penatausahaan sampai tahap pelaporan. Hal ini karena SIPD merupakan sistem yang
dirancang oleh Mendagri, dan dari Mendagri sistem ini baru bisa digunakan untuk tahap
perencanaan dan penganggaran, sedangkan dalam tahap penatausahaan dan pelaporan
belum bisa digunakan. Penggunaan dua aplikasi membuat bidang akuntansi dan
pelaporan kesulitan dalam menyinkronkan data, sehingga harus menyalin informasi dari
bidang anggaran, kemudian dipindahkan untuk digunakan bidang akuntansi dan
pelaporan, sehingga dalam proses adaptasi, belum bisa dikatakan beradaptasi dengan
baik karena masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh BPKAD Kota
Pekanbaru.

Keunggulan SIPD di Bandingkan SIPKD

Dalam Permendagri dikatakan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling
terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, SIPD bertujuan
untuk untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan
terintegrasi dengan berbasis elektronik. Artinya SIPD ini menghasilkan informasi yang
terhubung antara setiap OPD, dan data-data di setiap daerah terangkum ke dalam satu sistem.
Penerapan SIPD pada setiap instansi pemerintah untuk menyelaraskan penggunaan sistem
sehingga mempermudah setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran,
sehingga mendorong proses pelaksanaan pemerintah yang inovatif dan kreatif. Hal ini berarti
SIPD terhubung dengan setiap instansi yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD
mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD pada daerah tertentu yang menggunakannya

SIMPULAN

Dari hasil analisis data maka dapat di simpulkan implementasi SIPD di BPKAD Kota
Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward Il yaitu komunikasi, sumber
daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi belum optimal, terlihat dari komunikasi, dan
sikap dari implementator yang kurang mendukung dalam penerapan kebijakan mempengaruhi
implementasi SIPD. Komunikasi yang berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah belum efektif, sosialisasi penerapan SIPD hanya secara online melalui via zoom
sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan kurang jelas. Penggunaan SIPD di
BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum
efektif. Dilihat dari pencapaian tujuan baru sampai tahap penganggaran, artinya belum
sepenuhnya diterapkan, sehingga belum sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dan dari
proses adaptasi mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian karena perbedaan sistem yang
digunakan oleh bidang anggaran dan bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang lain.
Sehingga belum bisa dikatakan beradaptasi dengan baik, maka dari itu dapat disimpulkan
penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan daerah belum
efektif. Keunggulan SIPD adalah mempunyai lingkup yang luas dan terintegrasi ke seluruh
indonesia sehingga data-data setiap instansi pemerintah terekam ke dalam satu server dan
informasi yang dihasilkan saling terhubung. Penerapan SIPD pada setiap instansi pemerintah
untuk menyelaraskan penggunaan sistem sehingga mempermudah setiap instansi dalam
menginput perencanaan dan penganggaran, sehingga mendorong proses pelaksanaan
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pemerintah yang inovatif dan kreatif. Hal ini berarti SIPD terhubung dengan setiap instansi
yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD
pada daerah tertentu yang menggunakannya.

Keterbatasan Peneliti dalam melakukan penelitian yaitu tidak dapat melakukan
konfirmasi data kepada Organisasi Perangkat Daerah lain karena keterbatasan waktu
penelitian jadi hanya dapat melihat penerapan SIPD pada satu Organisasi Perangkat Daerah
yaitu BPKAD Kota Pekanbaru. Peneliti hanya dapat mewawancarai tiga informan, yaitu
bidang anggaran, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan, karena
kesulitan dalam penyesuaian waktu dengan informan penelitian.

Dengan keterbatasan peneliti melakukan penelitian, peneliti menyarankan bagi peneliti
selanjutnya lebih baik melakukan penelitian di beberapa OPD serta adanya agar dapat
melihat dan membandingkan penerapan SIPD dengan OPD lain dan menggunakan informan
yang lebih dan melibat kepala badan sebagai informan penelitian
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